BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai simpulan yang menyajikan
penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan peneliti yang
menjadi jawaban dari rumusan-rumusan peneliti yang telah diajukan. Kemudian
akan dijelaskan mengenai implikasi yang berkaitan dengan apa yang ditemukan
oleh peneliti, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Pada akhirnya simpulan
dan implikasi yang dipaparkan oleh peneliti akan menjadi dasar untuk menjadi
rekomendasi bagi unsur para pembuat kebijakan, para pengguna hasil penelitian
yang bersangkutan, serta kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk

melakukan penelitian selanjutnya.

5.1 Simpulan Umum

Pada bagian simpulan ini peneliti akan membagi kesimpulan sebagai berikut:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab (UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pasal 3). Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib
memuat mata pelajaran Pendidikan jasmani, Seperti yang tercantum dalam undang-
undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional bab X pasal 37
tentang Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: (1) pendidikan
agama, (2) pendidikan kewarganegaraan, (3) bahasa, (4) matematika, (5) ilmu
pengetahuan alam, (6) ilmu pengetahuan sosial, (7) seni dan budaya, (8) pendidikan

jasmani dan olahraga, (9) keterampilan/kejuruan dan (10) muatan lokal.

Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
dilihat dari kedudukannya merupakan dasar hukum bagi aturan di bidang olahraga
secara Nasional. Kemudian jika dilihat dari fungsinya undang-undang sistem

keolahragaan nasional mengatur segala aspek yang berada pada lingkup olahraga.
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Ruang lingkup olahraga ini terbagi menjadi tiga ruang lingkup yaitu olahraga
Pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Disamping itu ada empat aspek
utama yang menjadi ketentuan umum pada UU nomor 3 yang SKN yaitu pertama,
keolahragaan yang memerlukan pengaturan, Pendidikan, pelatihan, pembinaan,
pengembangan dan pengawasan. Kedua, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
yang tuntutan perkembangan olahraga. Ketiga, sistem keolahragaan nasional
dengan aspek keolahragaan, namun berada pada tingkat nasional. Keempat,
olahraga itu sendiri yang sistematis untuk membina dan mengembangkan potensi
jasmaniah sosial. Hal ini sejalan dengan apa yang sedang berkembang yaitu isu
global yang berkaitan dengan bidang olahraga. Beberapa negara maju sudah
menerapkan pembangunan nasionalnya dengan pendekatan olahraga. Pada intinya
bagaimana melalui instrumen olahraga ini bisa berpengaruh pada tujuan
pembangunan nasional suatu negara. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan internalisasi dengan undang-
undang sistem keolahragaan ini sangat penting untuk diterapkan terutama di
tingkatan pendidikan mulai dari SD, SMP , SMA, agar bisa membantu dalam
rangka pembangunan nasional. Termasuk di Jawa Barat seperti yang telah
dilakukan oleh peneliti. Pada dasarnya Implementasi dari Undang-undang Nomor
20 Tahun 2003 pasal 37 tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib
mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Olahraga di SMK Kelas 12 tidak
direalisasikan. Hal ini berkaitan dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Nomor:
07/D.D5/KK/2018 Tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) hasil dari implementasi undang-
undang tersebut yang memang belum implementasinya khususnya mata pelajaran

pendidikan jasmani dan olahraga di SMK kelas 12.

5.2 Simpulan Khusus

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis oleh
undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 tentang kurikulum pendidikan
dasar dan menengah wajib mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Olahraga di
SMK Kelas 12. Dalam lingkup pengembangan olahraga pendidikan sudah banyak
dilakukan oleh beberapa negara maju. Salah satunya telah dilakukan di negara

Inggris dengan konsep yang dikembangkan oleh Coakley & Pike, (2015) yang

Hikmat Kodrat, 2022

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 PASAL 37 TENTANG KURIKULUM
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH WAJIB MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN
OLAHRAGA DI SMK KELAS 12

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



180

dikenal dengan istilah PESSCL (Physical Education, School Sport and Club Link)
serta pendidikan jasmani dan strategi olahraga bagi kaum muda dengan istilah
PESSYP (physical education and sport strategy for young people) yang bertujuan
untuk berbagai sasaran sosial. Terdapat empat elemen kunci dalam konsep yang

dikembangkan Coakley (2010) dalam mengembangkan olahraga pendidikan, yaitu:

1) Beraktifitas sepanjang hayat atau olahraga menjadi bagian dari
kehidupan sehari-hari;

2) dalam bentuk klub atau unit kegiatan olahraga sekolah (out of school
hour activity);

3) Pengembangan olahraga (sport development) melalui jaringan
kerjasama dengan klub di luar sekolah (club links);

4) Pengembangan bakat (talent development) melalui olahraga yang
dikompetisikan yang terjadwal sepanjang tahun secara terstruktur,
sistematis dan berkelanjutan (competitive school sport).

5) Merujuk pada konsep yang dikembangkan oleh Coakley and Pike hari
(lifelong activity) melalui kurikulum pendidikan jasmani (PE

Curriculum);

Berpartisipasi di sepanjang hayat atau berolahraga dalam kelompok
masyarakat (/ifelong participation) melalui kegiatan olahraga di sekolah diluar jam
pelajaran yang terorganisasikan tersebut, jika kita integrasikan dengan konsep
pengembangan olahraga pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia khususnya di
Jawa Barat, sudah mendekati secara keseluruhan namun terdapat beberapa
perbedaan istilah serta tujuan dari beberapa aspek konsep yang dikembangkan.
Konsep yang dikembangkan ini akan menjadi rujukan pada kebijakan yang akan
diterapkan. Di Indonesia khususnya di Jawa Barat setelah peneliti melakukan
pengumpulan data melalui teknik wawancara dan studi dokumentasi, ditemukan
beberapa kondisi aktual yang terjadi pada konsep pembangunan olahraga
pendidikan.

Pengembangan olahraga pendidikan yang berlandaskan Undang-undang
sistem keolahragaan nasional memiliki beberapa indikator yang tercantum pada

pasal 17, 18 serta 25 yang dipaparkan pada ayat-ayatnya. Pada implementasinya
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indikator-indikator tersebut seperti yang ditemukan oleh peneliti saat wawancara,
pada dasarnya sudah terlaksana secara keseluruhan. Namun yang dirasakan adalah
masih kurangnya dalam hal pemerataan.

Pendidikan Jasmani menjadi instrumen bagi pengembangan olahraga
pendidikan yang akan mengarah pada aktivitas sepanjang hayat (/ifelong activity).
Hal ini berarti dengan Pendidikan jasmani yang diberikan kepada siswa akan
menjadi faktor yang menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-
hari. Pada implementasinya pendidikan jasmani dilaksanakan pada kegiatan
intrakurikuler (jam pelajaran sekolah) serta pada jalur pendidikan formal dan
nonformal yang dibimbing langsung oleh guru olahraga. Selain itu, pendidikan
jasmani dalam sistemnya terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional, yang
dimulai sejak usia dini serta tentunya berjenjang dan terstruktur;

Ekstrakurikuler menjadi instrumen bagi pengembangan olahraga pendidikan
yang akan mengarah pada partisipasi olahraga sepanjang hayat di lingkungan
masyarakat (lifelong participation). Hal ini dikarenakan kegiatan ekstrakurikuler
dilaksanakan di sekolah diluar jam pelajaran (out of school hour activity) yang
terbentuk dari unit kegiatan olahraga. Pada implementasinya ekstrakurikuler
dibimbing oleh pelatih / pembimbing sesuai dengan cabang olahraganya. Selain itu,
proses pembinaan pada setiap tahunnya selalu diselenggarakan kompetisi antar

sekolah yang berjenjang;

Klub olahraga menjadi instrumen bagi pengembangan olahraga pendidikan yang
akan mengarah pada pengembangan olahraga itu sendiri (sport development),
dalam hal ini sesuai dengan cabang olahraga dari klub tersebut, karena pada
dasarnya siswa yang memiliki bakat dalam olahraga dimulai pada klub olahraga.
Pada implementasinya klub olahraga ini bisa berkolaborasi dengan pihak sekolah

dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan;

PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar) serta kelas olahraga yang tersedia
di Jawa Barat menjadi instrumen bagi pengembangan olahraga pendidikan yang
akan mengarah pada pengembangan bakat (talent development) bagi siswa yang
memiliki potensi pada salah satu cabang olahraga. Pengembangan bakat ini salah

satu prosesnya yaitu dengan penyelenggaraan kompetisi pada setiap jenjang dan
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berkelanjutan seperti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Pekan Olahraga
Pelajar (POPDA / POPNAS).

Tujuan umum pendidikan jasmani selaras dengan tujuan pendidikan. Pendidikan
jasmani memiliki peranan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia.
Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan jasmani, guru harus
memahami tentang tujuan pendidikan jasmani di sekolah dasar terlebih dahulu.
Tujuan pendidikan jasmani secara sederhana menurut (Husdarta, 2009, hlm. 9)

sebagai berikut:

1) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan
aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial.

2) Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai
keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka
aktivitas jasmani.

3) Memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal
untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan terkendali.

4) Mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktivitas
jasmani baik secara kelompok maupun perorangan.

5) Berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang dapat mengembangkan
keterampilan sosial yang memungkinkan siswa berfungsi secara efektif
dalam hubungan antar orang.

6) Menikmati kesenangan dan keriangan melalui aktivitas jasmani, termasuk

permainan olahraga.

Dampak di dihapuskannya mata pelajaran Pendidikan jasmani dan olahraga di
SMK kelas 12 mengakibatkan guru kehilangan jam mengajar sedangkan
diamanatkan dalam UU No 14 Tahun 2005 dan PP No 74 Tahun 2008 Pasal 15 (3),
harus memenuhi beban kewajiban minimal 24 Jam Tatap Muka (JTM) per minggu
dan maksimal 40 jam tatap muka per minggu. Namun ketentuan ini ternyata
menjadi kendala tersendiri bagi sebagian guru yang tidak dapat memenuhi
kewajibannya ini. Secara nasional, pemenuhan jam tatap muka mencatat angka rata
rata 17,5 JTM (Ditjen GTK, 2017)1). Meski pihak sekolah berupaya memberi tugas

tambahan maupun mengarahkan untuk mencari ke sekolah lainnya, tetapi tidak
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jarang belum dapat memenuhi beban kewajibannya itu. Hasil penelitian
BERMUTU tahun 2013 menunjukkan, sebanyak 12,7 persen dari sampel
responden guru yang diteliti menjalankan tugas pembelajaran di sekolah lain,
dengan rata-rata perolehan sebanyak 12 JTM per minggu (Puslitjak, 2013).

Dalam Permendiknas No 35 Tahun 2010 tertuang sejumlah aspek yang dapat
menjadi tugas tambahan untuk memenuhi beban kewajiban JTM, antara lain
menduduki status sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program
keahlian, kepala perpustakaan, wali kelas, dan sebagainya. Namun pemberian tugas
tambahan ini sifatnya terbatas, di samping ekuivalensi yang relatif kecil dalam
pemberian JTM, sehingga dinilai belum cukup untuk memenuhi beban kewajiban
JTM guru yang bersangkutan. Permendikbud No 24 Tahun 2015 memberikan
sejumlah jenis tugas tambahan guru, antara lain menjadi wali kelas, membina OSIS,
menjadi guru piket, membina ekstrakurikuler, menjadi tutor Paket A/B/C, dan
sebagainya, meski hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2016.

Merujuk kepada Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala
BKN No 03/V/PB/2010 dan No. 14 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan
jabatan fungsional guru dan angka kreditnya dijelaskan bahwa “Angka Kredit
adalah merupakan satuan nilai dari tiap butir kegiatan yang harus dicapai oleh
seorang guru dalam rangka peningkatan/pembinaan karier kepangkatan dan
jabatannya”. Berdasarkan peraturan tersebut Guru olahraga akan terhambat dalam
hal pelaksanaan jabatan fungsional.

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 15
tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas
sekolah, Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: (1) Guru
adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
(2) Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola
Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK/TKLB) atau bentuk
lain yang sederajat, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/ SDLB) atau
bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah
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Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
(SMA/SMK/SMALB) atau bentuk lain yang sederajat, atau Sekolah Indonesia di
Luar Negeri (SILN). (3) Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. (4) Tatap Muka adalah
interaksi langsung antara Guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran atau
pembimbingan sesuai dengan beban belajar peserta didik dalam struktur kurikulum.
(5) Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya disebut Satminkal adalah satuan
pendidikan utama yang secara administrasi Guru atau Kepala Sekolah terdaftar
sebagai Guru atau Kepala Sekolah. (6) Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah
yang membidangi urusan pendidikan di tingkat daerah provinsi atau daerah
kabupaten/kota. (7) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah. Pasal 2 (1) Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah
melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu
pada satuan administrasi pangkal. (2) Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam
dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 37,5 (tiga
puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat. (3)
Dalam hal diperlukan, sekolah dapat menambah jam istirahat yang tidak

mengurangi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

5.3 Implikasi

Temuan pada penelitian seperti dipaparkan pada simpulan berimplikasi
terhadap beberapa hal, Berdasarkan hasil temuan serta pembahasan berupa analisis
data yang telah dilakukan, kemudian ditambah dengan kajian teori. Maka
dihasilkan beberapa dari penelitian ini, mengenai implementasi dari Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 tentang kurikulum pendidikan dasar dan
menengah wajib mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Olahraga di SMK Kelas
12. Oleh karena itu hasil dari penelitian ini bahwa realisasi mata pelajaran
pendidikan jasmani dan olahraga di smk kelas 12 tidak direalisasikan. Akan tetapi
olahraga seharusnya bisa menyentuh beberapa tingkatan sekolah mulai dari SD,
SMP, SMA, termasuk SMK kelas 12. Penelitian ini menghasilkan fakta yang

membuktikan bahwa saat ini olahraga masih berada pada tataran pembangunan
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olahraga itu sendiri (development of sport). Dengan demikian pembangunan
olahraga saat ini khususnya di Jawa Barat belum menyentuh pada paradigma
bagaimana olahraga ini bisa menjadi instrumen penting dalam pembangunan
nasional (development through sport). seperti yang termaktub dalam peraturan
presiden nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional yang
menyatakan bahwa Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga
yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan
untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan
kebugaran jasmani. Kemudian tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia
nomor 3 tahun 2005 tentang sistem Pendidikan nasional pasal 18, pembinaan dan
pengembangan olahraga Pendidikan pasal 25. Serta Olahraga Pendidikan adalah
pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses
pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan,

kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

5.4 Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti

mengajukan beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dengan harapan
dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun rekomendasi
yang peneliti kemukakan adalah sebagai berikut ada beberapa rekomendasi yang
bertujuan untuk menjadi bahan evaluasi bagi beberapa pihak agar bisa lebih baik
lagi. Tentunya rekomendasi ini berdasarkan puda limitasi yang menurut peneliti
masih harus diminimalisir serta harus dikaji lebih lanjut. Rekomendasi ini ditujukan
kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selaku pemangku kebijakan, bagi
guru olahraga, siswa/ siswi SMK.

5.4.1 Untuk Pemerintah Terkait Perlu dilakukannya kajian bersama antara pihak
pemerintah khususnya kemdikbud ristek dan kemenpora sebagai 2 instansi
yang menaungi lembaga pendidikan kemudian akademisi dan pelaku
olahraga mengenai Peraturan Dirjen Nomor: 07/D.D5/KK/2018 Tentang
Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah
Kejuruan (MAK).

5.4.2 Untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Kebijakan-kebijakan yang akan

diterapkan kedepannya diharapkan dilakukan pemerataan sesuai dengan
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ruang lingkupnya, dengan melihat aspek-aspek prioritas pada Undang-
undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem Pendidikan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

5.4.3 Untuk Kepala Sekolah Diharapkan pula agar cara pandang mengenai
pengembangan olahraga itu sendiri yang dalam hal ini berada pada spektrum
olahraga itu hanya mengejar prestasi saja (Development of Sport), harus
mulai bergeser pada cara pandang bagaimana olahraga ini bisa menjadi aspek
penting dalam pembangunan yang lebih luas (Development through Sport).
Tentunya hal ini dimaksudkan agar kebijakan-kebijakan yang diterapkan pun
akan mengarah pada kepentingan olahraga yang lebih luas;

5.4.4 Untuk Guru Olahraga, agar terus berupaya membantu pemerintah dalam
memajukan olahraga dengan memberikan masukan terutama pada kondisi
dilapangan yang aktual dan faktual;

5.4.5 Untuk praktisi olahraga dan insan olahraga diharapkan agar terus
memberikan usaha yang terbaik agar olahraga tidak hanya dipandang dengan
dominasi bahwa olahraga itu hanya untuk kalangan olahragawan yang meraih
prestasi saja, namun juga olahraga itu sangat penting bagi kehidupan sehari-
hari.

5.4.6 Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini menganalisis kebijakan mengenai
implementasi undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional pasal 37 dan turunannya yaitu Peraturan Dirjen Nomor:
07/D.D5/KK/2018 Tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Yang sampai saat ini
peraturan dirjen tersebut tetap berlaku dan mata pelajaran Pendidikan jasmani

dan olahraga di SMK kelas 12 tetap dihapuskan.
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W
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9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan
Anggarsn Tahunan Universitas Pendidikan Indosesia Tahun 2022;

10. Kepulussn Msjelis Wali Amanat Nomoe 13/KEP/MWA UPL2020 tentang
Pemberbentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwakiu Masa
Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa
Bakui 2020-2025;

11. Peraturnn Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001 Tahun 2022
tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indooesia;

12, Permtuman Rektor Universitas Pendidikan Indonessa Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan dan Implemestasi Rencana Kegja dan Anggamn Tahunan
Universitas Pendidikan [ndonesia Tahun 2022;

13, Keputusan Rektor Nomor 9757/UNAWVKP2019  temtang  Pemberhentian  dan
Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitss Pendidikan Indonesin;

MEMUTUSKAN:
Menctapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH  PASCASARJANA  UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN TUGAS PEMBIMBING
PENULISAN TESIS PROGRAM MAGISTER (S2) SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN
KESATU ¢ Memperpanjang Tugas Pembimbing Penulisan Tesis Program Magister (S2) PENDIDIKAN
OLAHRAGA Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indoeesia sebagai berikus :
g Nama
No. i Nama Pembimbing Mahasiswa/NIM Program Studi
1. | AMUNG MAMUN, Prof. Dr. H, M.Pd HIKMAT KODRAT gﬁ%ﬂmN
‘ | 2001597 i
2. | NURYADL Dr., M.Pd, JFL

Judul Tess :
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 PASAL 37
TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH WAJIB MATA
PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA DI SMK KELAS 12
KEDUA :  Biaya kegintan tersebut dibebankan kepada dana yang ada pada Sekolah Pascasarjana UPL
KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk semester genap terhitung mulai tanggal 2 Febevari 2022 sd
31 Agustus 2022 dengan ketentuan bshwa segals sesustunya akan diubah dan diperbaiki
apabila kemudisn ternyata terdapat kekelirsan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Februari 2022

Tembusan
Ketua Program Studi di lingkungan SPs UPL.
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2. Surat Pengantar Penelitian untuk Intansi Terkait

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
‘ ‘ SEKOLAH PASCASARJANA
o Talan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
iy

Telepon (022) 2001197, 2002320, 2013163 Faksimile : 022-2005090
Laman : |http://sps.upt.edu|— E-mail : pascasarjana@upi.edu

Nomor - 0492/UN40.8Ps. D1/TA. 00.03/2022 31 Maret 2022
Lampiran -

Perihal . Pengantar Observasi Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, SMK 4 Kota Bandung, SIMK 7 Kota Bandung, Ketua
Tkatan Guru Clahraga Nasional "IGORINAS".

Dengan ini kami hadapkan mahasiswa program Magister ($2) Sekolah Pascasarjana
Universitas Pendidikan Indonesia,

Nama . Hikmat Kodrat

NI 2001997

Program Studi . Pendidikan QOlahraga

Maksud . Observasi/Penelitian

Judul Penelitian . Implementasi Undang -Undang Nemor 20 Tahun 2003 Pasal 37

Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Dan Menengah Wajib Iata

Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Clahraga Di Smk Kelas 12
Dosen Pembimbing - 1. Prof. Dr. H. Amung Ma'mun, M .Pd.

2. Dr. Nuryadi, M.Pd.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Tbu untuk m emberi 1jin kepada
mahasiswa yang bersangkutan guna mendapatkan data-data penelitian sebagai bahanpenulisan
tests.

Untuk kepentingan tersebut kami mohon kesediaan Bapak/Tbu dapat memben data dan
informasi yang diperlukan.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Tou, kami ucapkan terimakasih.

Wakil Direktur
Bi i

dan Kemahasiswaan,

Df Eng Agus Setiawan, M S1.
NIP. 196902111993031001
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3. Buku Bimbingan
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4. Dokumentasi dengan Guru Olahraga SMK 4 Kota Bandung

= —
/ 9 SMK NEGERI 4 |

BANDUNG
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5. Dokumentasi dengan Kepala sekolah SMK 7 Kota Bandung
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7. Dokumentasi dengan DISDIK Jawa Barat Kepala Seksi SMK

YN

0
AS PENDIDIKAN

l'”' DR RAJIMAN No.6 " TELP 4264944 4264957-4264973 BANDUNG 40171
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8. Dokumentasi tentang Undang-Undang republik indonesia nomor 20 tahun

2003 tentang sistem pendidikan nasional

UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial;

bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
yang diatur dengan undang-undang;

bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan
kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen
pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan
kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan
pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
tidak memadai lagi dan perlu diganti serta periu disempurnakan agar sesuai dengan
amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 3, b, c, dan d
perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat -
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Hikmat Kodrat, 2022

Pasal 37

(1) Kuriulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat

2

Y

|
J

pendidikan agama;

pendidikan kewarganegaraan;
bahasa;

matematika;

limu pengetahuan alam;

limy pengetahuan sosia;

seni dan budaya;

pendidian jasmani dan olahraga;
Keterampilan/kejuruan; dan
muatan lokal,

Kurkulum pendidikan tinggi waijb memuat:

&
b
C

pendidikan agama;
pendidikan kewarganegaraan; dan
bahasa.

Ketentuan mengenai kurkulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
(latur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah,
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9. Dokumentasi Tentang peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19

tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2005
TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 avat {(4),
Pasal 36 ayat {£), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat
(2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 avat (4)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, periu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Standar Nasional Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 avat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4301);

MEMUTUSKAN -, ..
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10. Dokumentasi Tentang peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17

tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAEHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHEA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12
ayat {4), Pasal 17 ayat {3), Pasal 18 ayat {4), Pasal 20
ayat {4), Passal 21 ayat {7), Pasal 24 ayat {4), Pasal 25
ayat {3), Passl 26 ayat (7), Pasal 27 ayat {(3), Pasal 28
ayat {6), Passl 31 ayat {4), Pasal 32 ayat {3), Pasal 41
ayat {4), Pasal 42 ayat {3), Pasal €3 ayat {3), Pasal 50
ayat {7), Pasal 51 ayat {3), Pasal 52 ayat {2), Pasal 5<
ayat {3), Passal 55 ayat (5), Pasal 56 ayat {4), Pasal 62
ayat (4), Pasal 65 ayat (5), dan Pasal 66 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasionsal, perlu menectapkan Peraturan
Pemerintah tentang Pengelolasn dan Penyclenggaraan
Pendidikan:

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2] Undang-Undang Dasar Necgara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahsan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor <€301):

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN
DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

DISTRIBUSI 11 BABI. ..
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11. Dokumentasi tentang peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan

republik indonesia nomor 34 tahun 2018 2018 tentang standar nasional

pendidikan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH

KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya
saing sumber daya manusia Indonesia perlu dilakukan
revitalisasi sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah
kejuruan melalui penyempurnaan dan penyelarasan
kurikulum dengan kompetensi sesuai kebutuhan
pengguna lulusan, peningkatan kompetensi bagi pendidik
dan tenaga kependidikan, peningkatan kerja sama antar
kementerian /lembaga, pemerintah daerah, dan dunia
usaha/industri, peningkatan akses sertifikasi Iulusan,
dan program lainnya;

bahwa ketentuan yang mengatur mengenai sekolah
menenmgah  kejuruan/madrasah  aliyah  kejuruan
sebagaimana diatur dalam beberapa Peraturan Menteri
dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
hukum, kebutuhan masyarakat, dan tantangan global
sehingga perlu diganti;
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12. Dokumentasi tentang peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan
republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis

kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2020-2024

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUEAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal
17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomeoer 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat {3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

jdih.kemdikbud.go.id
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13. Dokumentasi tentang peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan
republik indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah

menengah kejuruan/ madrasah aliyah kejuruan.

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIX INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2014
TENTANG

KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 77A ayat (3), Pasal
T77C ayat (3}, Pasal 77D ayat (3), Pasal 77E ayat (3}, Pasal 77F
ayat (4} dan Pasal 77K ayat (6} Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
periu  menctapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Kurikulum 2013 Sckolah Menengah
Kejuruan /Madrasah Alivah Kejuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301});

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik
Indonesia scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2014;

S. Peraturan Presiden Nomor S Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2014;
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14. Dokumentasi tentang salinan lampiran peraturan menteri pendidikan dan
kebudayaan nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan

pendidikan dasar dan menengah.

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31
ayat(3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Atas dasar amanat
tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Sedangkan Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, schat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjad: warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperiukan profil
kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi
Iulusan. Dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
discbutkan bahwa standar kompetensi ulusan merupakan kualiffkasi
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
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15. Dokumentasi tentang Salinan lampiran peraturan menteri pendidikan dan
kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan

menengah.

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR ISI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

STANDAR ISI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31
ayat (3) mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan
menycelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kechidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Atas
dasar amanah terscbut telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional bahwa pecndidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 2), berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, schat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab (Pasal 3).

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tabhun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam scjumlah peraturan, di antaranya
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 201S tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan arahan tentang
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16. Dokumentasi Tentang Salinan lampiran peraturan menteri pendidikan dan
kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar

dan menengah

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
pescerta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilikl
kekuatan spiritual kecagamaan, pengecndalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperiukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan ncgara.

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada
satuan pcndidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar
Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan
Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
scbagaimana teclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tabhun

2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tabhun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan.
Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan disclenggarakan seccara

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi pesecrtadidik
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan raang yvang cukup bag
prakarsa, Kkreativitas, dan kemandirian secesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan
pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses
pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatikan

cfisiensi dan efcktivitas ketercapaian kompetensi lnlusan.
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17. Dokumentasi tentang peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan

republik indonesia nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian

pendidikan

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

1.

bahwa pengaturan mengenai penilaian pendidikan periu
disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dalam
penilaian hasil belajar;

bahwa dalam rangka pengendalian mutu penilaian hasil
belajar peserta didik oleh pendidik, satuan pendidikan, dan
pemerintah perlu menyusun standar penilaian pendidikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b periu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar
Penilaian Pendidikan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
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18. Dokumentasi tentang peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan

SALINAN

republik indonesia nomor 53 tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh

pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan

menengah

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG

PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK DAN SATUAN PENDIDIKAN
PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa pecngaturan mengenai penilaian hasil belajar oleh
pendidik untuk pelaksanaan kurikulum 2013 scebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan
Nomor 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar olch
pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Mconengah
sudah tidak secsuai dengan perkembangan dan kebutuhan
hasil belajar peserta didik;
bahwa belum ada Peraturan Menteri yang meongatur tentang
penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk
pelaksanaan kurikulum 2013;
bahwa belum ada Peraturan Menteri yang mengatur tentang
penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan
untuk pelaksanaan kurikulum 2006
bahwa berdasarkan pertimbangan scebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c¢ perlu menctapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
pcnilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan
pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
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19. Dokumentasi tentang Peraturan direktur jenderal pendidikan dasar dan
menengah  kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor:
07/d.d5/kk/2018 tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan
(smk)/ madrasah aliyah kejuruan (mak)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENCAH
Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 5 Komplck Kemdikbud Senayan, Jakarta 10270
Telepon/Faksimile: (021) 5725613
Laman: www.dikdasmen kemdikbud go.id

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR: O7/D.DS/KK/2018
TENTANG

STRUKTUR KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)/
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (MAK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Menimbang :a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Kurikulum 2013 SMK/MAK penctapan jenis
program pendidikan pada Sckolah Menengah
Kecjuruan /Madrasah Alivah Kejuruan dalam bentuk
bidang/ program/ kompetensi keahlian
mempertimbangkan Spektrum Keahlian Pendidikan
Menengah Kejuruan yang diatur oleh Dircktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;

b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Dircktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
06/D.DS/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian
SMK/MAK yang berakibat pada perubahan Struktur
Kurikulum SMK/MAK yang saat ini berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, periu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah tentang Struktur Kurikulum SMK/MAK:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional ([(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4586) scbagaimana
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KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
peraturan ini dan atau terjadi perubahan dan perkembangan
kebutuhan, akan dilakukan perubahan/ perbaikan
scbagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 7 Juni 2018
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LAMPIRAN 1
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

NOMOR: 07/D.D5/KK/2018 TANGGAL: 7 Juni 2018

TENTANG

STRUKTUR KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)/
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (MAK)

STRUKTUR KURIKULUM

221

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

L.
LL

Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Konstruksi dan Properti

1.1.1. Kompetensi Keahlian : Konstruksi Gedung, Sanitasi dan
Perawatan (4 Tahun)
MATA PELAJARAN ot
A. Muatan Nasional
1. [Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 318
2. |Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 212
3. |Bahasa Indonesia 320
4. |Matematika 424
5. |Sejarah Indonesia 108
6. |Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya’) 488
Jumlah A 1.870
B. Muatan Kewilayahan
1. [Seni Budaya 108
2. |Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Keschatan 144
Jumlah B 252
C. Muatan Peminatan Kejuruan
C1. Dasar Bidang Keahlian
1. [Simulasi dan Komunikasi Digital 108
2. |Fisika 108
3. [Kimia 108
C2. Dasar Program Keahlian
1. |Gambar Teknik 144
2. |Mckanika Teknik 108
3. |Dasar-dasar Konstruksi Bangunan 108
4. |Teknik Pengukuran Tanah 108
C3. Kompetensi Keahlian
1 IKonstruksi Bangunan Gedung 762
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MATA PELAJARAN AlfOKAS.I KELAS
WAKTU MATA PELAJARAN X X oxu
Sistem Utilitas Bangunan Gedung |79 N [271]2]1]2]
Perawatan Gedung | 622 A. Muatan Nasional
Estimasi Biaya Konstruksi, Sanitasi, dan Perawatan 690 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3|13 3|3 3|3
Gedung Pendidikan Pancasila dan
5. [Produk Kreatif dan Kewirausahaan 864 2 Kewarganegaraan 202 212 22
Jumlah C 4.526 3. |Bahasa Indonesia 4(4 3|3 2|2
Total 6.648 4. | Matematika [a|ala|a a|a]
5. [Scjarah Indonesia 313 -|- -
6. Bwf:;tf;‘gmd"“m”"mg 33 a|3l4]e
Jumlah A 19(19 /15|15 /15|15
B. Muatan Kewilayahan
. | Seni Budaya lalal-|-1-
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 2l2 2]z -
Keschatan
Jumlah B 515 2|2 -
C. Muatan Peminatan Kejuruan
Cl. Dasar Bidang Keahlian
1. |Simulasi dan Komunikasi Digital '3 3 -|- -
2. |Fisika 3(3 -|- -|-
3. | Kimia 3|3 - -
C2. Dasar Program Keahlian
1. | Gambar Teknik lalal-]-1-]-
2. | Mekanika Teknik 3(3 - -
3. | Dasar-dasar Konstruksi Bangunan 313 -|- -]-
4, | Teknik Pengukuran Tanah |33
C3. Kompetensi Keahlian
1. |Konstruksi Bangunan Gedung -7 7|7
2. |Sistem Utilitas Bangunan Gedung - 7 8|8
3. [Perawatan Gedung |- |- 5 5
4 Estimasi Biaya Konstruksi, Sanitasi - sls sls
dan Perawatan Gedung '
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | - | - 7|7 8|8
Jumlah C |22]22 3131 33|33
Total ‘46 46A48 48448 48.
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20. Dokumentasi tentang undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun

2005 tentang sistem keolahragaan nasional

™ =5
{f’.ﬁ’ - 2 ,v"'/“:}"::\
it 33 i 3
B Bl
PRESIDEN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
-10- -11-
Pasal 18 b. membangun hubungan sesial;, dan/atau
c. melestarikan dan meningkatkan kekaysan budaya
Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian daerah dan nasional.
proses pendidikan.
e ; g g 4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur { = ) S
pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan blc:hkfwa_ubakx;tmc'nggah. mengembangkan, dan memajukan
intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler. olahraga rekreasl.
Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini. (5) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi
Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian
dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan. ]l:ngk::g;’n lc_g;crpchhaxm sarana, serta keselamatan dan
. ) - ese wajib:
Olahraga pendidikan pads jalur pendidikan nonformal a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan
dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. sesuai dengan jenis olahraga; dan
Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) b. menyediakan instruktur atau pemandu yang
dan ayat (5) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai
dibantu cleh tenaga keolahragaan yang disiapkan cleh dengan jenis olahraga.
setiap satuan pendidikan. ) 4 )
Sedap secuan pendidian sebagainena dinakeud pada O Rarus “memenn " pessyaraian vang . dittspkar - oleh
oiahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan. perkumpulan atau organisasi o &
Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan
olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan Pasal 20
perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan
pendidikan yang setingkat. (1) Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk
n - . ingkatkan kemampuan dan potensi clahragawan dalam
Kejuaraan olahraga antarsatuan pendidikan sebagaimana mening .
dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
daerah, wilayah, nasional, dan internasional. (2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang
memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai
prestasi.
Pasal 19 - . .
(3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan
g —— fan pgembingn sian iecans, befinjng, dan
pemulihan kembali keschatan dan kebugaran. teknologi keolahr )
Olahraga r::lli(;::si ‘::pﬁ: dﬂakx?(nuakanI:;ch setiap orang, (4) Pemerintah, pemerintah daerah, danj/atau masyarakat
:la:;:::gapcn ixan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi berkewajiban  menyelenggarakan, mengawasi, dan
' ) ) ) mengendalikan kegiatan clahraga prestasi.
gclan}::im'rckmam sebagaimana d ud pada ayat (1) (5) Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah,
a. memperoleh keschatan, kebugaran jasmani, dan pcmcnnt:h da.crah, danfatau  masyarskat  dapat
kegembiraan; mengembangkan:
a. perkumpulan olahraga;
b. membangun . .. b. pusat . ..
“““ L — ami — el e B A RISy eSS TS YT T Tty T - =
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan . . .
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Bl
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-14-
Bagian Kedua
Pemb dan P b
Olahraga Pendidikan
Pasal 25
Pembi dan peng L g 1ah g p:nd.idikan
dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang
istemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan
nasional.
Pembi dan b lah didil

dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang dilakukan
oleh guru/dosen olahraga yang berkualifikasi dan memiliki

sertifikat komp i serta didukung p dan sarana
olahraga yang memadai.
Pembi dan p b lahraga pendidikan pada

semua jenjang pendidikan memberikan kebebasan kepada
peserta didik untuk melakukan kegiatan olahraga sesuai
dengan bakat dan minat.

Pembi dan p h Tah qidil
dilaksanakan dengan memperhatikan potensi,
kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara

menyeluruh, baik melalui kegi intrakurikul p
ekstrakurikuler.

Pembi dan b lak didil
schagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara
teratur, bertahap, dan berkesi bungan dengan

memperhatikan taraf pertumbul dan perkemb
peserta didik.

Untuk buhkembang} prestasi  olah di
lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat
dibentuk unit kegi lah kelas olahraga, pusat

pembinaan dan pelatihan, sckolah olahraga, serta
diselenggarak I isi olah yang berjenjang
dan berkelanjutan.

{7) Unit ...
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Unit kegi lahraga, kelas olahraga, pusat pembi
dan pelatihan, atau sekolah olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) disertai pelatih atau pembimbing

olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk

i cabang olahraga yang ber k dan/atau
instansi pemerintah.
Pembi dan b lah pendidikan dapat

memanfaatkan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional
sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran.

Bagian Ketiga
Pemb dan Pe b
Olahraga Rekreasi
Pasal 26
Pembi dan b lah rekreasi

dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan olahraga
schagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat
dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan,
dan hubungan sosial.

Pemb dan | b bagai dimaksud
pada ayat (1) dilak kan oleh Pemerintah, p intah
daerah, dan/atau yarakat dengan bangun dan
memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana
olahraga rekreasi.

Pemb dan b olahraga rekreasi yang

bersifat  tradisional dilakukan dengan  menggali,
hanol Ieataril dan P

olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat.

Pembi dan p b lahraga  rekreasi
dilaksanakan berbasis masyarakat dengan memperhatikan
prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
Pemb dan p b olahraga  rekreasi
dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan
sanggar-sanggar dan kufkan perkumpulan olahrage
dalam yarak serta yelenggarakan  festival
olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada
tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Bagian Keempat . ..
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21. Dokumentasi tentang rancangan undang-undang republik indonesia

nomor ... tahun ...tentang keolahragaan

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mcnimbang: a. bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kescjahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan  ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial sebagaimana amanat Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan
kescjahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang
Keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis,
terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, serta berorientasi
pada prestasi dan peningkatan kescjahteraan hidup
pelaku olahraga, schingga pengembangan dan
pengelolaan keolahragaan diarahkan untuk tercapainya
kualitas keschatan dan  kebugaran  masyarakat,
pemerataan  akses dan pemenuhan  infrastruktur
Keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim
Keolahragaan, serta tata kelola Keolahragaan yang sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan  kompetisi

Keolahragaan dunia;
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22. Dokumentasi tentang peraturan pemerintah republik indonesia nomor 16

tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 31,
Pasal 41, Pasal 66, Pasal 68 ayart (6), Pasal 74 ayart (5), Pasal
84, dan Pasal 87 ayat {4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang  Sistem Keclahragaan Nasional, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan
Keolahragaan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat {2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200« tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

MEMUTUSKAN:...
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23. Dokumentasi tentang peraturan presiden nomor 86 tahun 2021 tentang

desain besar olahraga nasional

'
* SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2021
TENTANG

DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam
bidang keolahragaan, diperlukan arah kebijakan
pembinaan dan pengembangan keolahragaan
nasional jangka panjang secara terintegrasi dan
kolaboratif;

b bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan
nasional secara terintegras: dan kolaboratif periu
didukung dengan kebijakan yang bersinergi dalam
desain besar olahraga nasional dan sclaras dengan
perencanaan pembangunan nasional;

c bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu
menctapkan Peraturan Presiden tentang Desain
Besar Olahraga Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

MEMUTUSKAN . ..

GK Ne 10300 A
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RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Hikmat Kodrat

TTL : Sukabumi, 5 agustus 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : J1.Cikaso. Cidahu 07/01 Desa. Cidahu, Kec. Cibitung Kab.
Sukabumi

Status : Belum Kawin

Telp HP : 085697887330

E-mail : hikmat1 lkodrat@student.upi.edu

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

2003-2009 SDN 2 CIDAHU

2009-2012 MTS CIDAHU

2012-2015 SMAN 1 SURADE

2015-2019 Ilmu Keolahragaan Universitas Pendidikan Indonesia

C. RIWAYAT ORGANISASI

e Lingkar Bidikmisi Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2017

e Himpunan Mahasiswa Ilmu Keolahragaan periode 2016-2017 bidang
keilmuan.

e Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa ( BEM KEMA FPOK )
Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan = 2017-2018 bidang
kerohanian

e Pecinta Alam Mahasiswa Olahraga (PAMOR) 2017-sekarang

Ketua UKM Sepakbola UPI Bandung periode 2017-2018

e Bendahara Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM
KEMA FPOK) fakultas pendidikan olahraga dan kesehatan ( fpok ) 2018-
2019.
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Bendahara Umum Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia Provinsi Jawa
Barat 2018-2020.

Tim Perumus FKMOJ (forum komunikasi mahasiswa olahraga jampang).
Anggota PSSI Kota Bandung bidang perwasitan tahun 2017-sekarang.
Manager SDM dan diklat pssi kab.bandung 2019.

Sekjen Cabang Olahraga Squash Kab.Sukabumi periode 2019-2023.

Kabid Pendidikan KNPI Kec. Surade

Wakil Presiden BEM REMA UPI tahun 2019.

Wakil Binpres TEQBALL Jawa Barat periode 2020-2024.

Founder Molorran

Sekjen AOPGI (asosiasi olahraga pendaki gunung indonesia ) kab.
sukabumi periode 2021-2025.

Ketua Bidang Humas LSM AMPPLAS (angkatan muda pemberdayaan dan
pembangunan wilayah strategis) periode 2021-2025

D. PRESTASI

Juara 1 lari marathon 5 km tingkat kabupaten dan kota sukabumi tahun
2013.

Juara 1 Sepak Takraw tingkat kabupaten dan kota sukabumi 2013.

Juara 3 Baca puisi 2013.

Juara 3 Lomba debat 2013.

Juara 1 Lari marathon 5 km tingkat kabupaten dan kota sukabumi 2014.
Juara 3 Lari marathon 5 km tingkat kabupaten dan kota sukabumi 2015.
Juara 1 Futsal AOKSI (ASOSIASI OSIS KAB.SUKABUMI) Tingkat
kab.sukabumi 2014.

Juara 3 FUTSAL STT NUSA Kab.Sukabumi PUTRA 2014.

Juara 2 FUTSAL STKIP BINA MUTIARA PELABUHAN RATU 2015.
Pemain terbaik FUTSAL STKIP BINA MUTIARA PELABUHAN RATU
2015.

Penerima Beasiswa BIDIKMISI Tahun 2015.

Penerima Beasiswa Pemprov Jabar 2019.

Penerima Beasiswa Jabar Future Leaders 2020 Jenjang S2.

Membawa PS UPI Juara 1 piala menpora U-21 regional jawa barat 2017.
Membawa PS UPI Juara 3 piala menpora U-21 Nasional di Yogyakarta
tahun 2017.

Membawa PS UPI Juara 1 torabika campus cup regional jawa barat 2018.
Membawa PS UPI Juara 2 torabika campus cup Nasional di Malang tahun
2018.

Membawa PS UPI Juara 1 Piala Menpora U-21 Nasional di Yogyakarta
2019.

Penulis KTI Tingkat nasional di Universitas Bangka Belitung tahun 2019.
“PROFESSIONAL COMPETENCE WITH ISLAMIC PERSPECTIVE:
SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL
BAGI MAHASISWA CALON GURU DENGAN PRINSIP SINERGITAS
ILMU PENGETAHUAN DAN AGAMA ISLAM”.

Konferensi Kepemimpinan Mahasiswa Universitas Asean Universiti
Teknologi Mara, Malaysia 2020. “A HOME EXERCISE METHOD FOR
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IMPROVING THE IMMUNE SYSTEM IN EFFORTS TO PREVENT
COVID-19”.

e Menulis Bersama tingkat Nasional OLAHRAGA PADA MASA
PANDEMI COVID-19 tahun 2021, Dengan judul “Dampak penundaan
kompetisi liga 1 terhadap atlet sepakbola di masa pandemi covid-19”.

e Menulis Bersama Tingkat Nasional “SDM UNGGUL PADA SAAT
PANDEMI” Tahun 2021 dengan judul “Penerapan merdeka belajar di
wilayah 3T Untuk melahirkan SDM Unggul di tengah pandemic covid-19”.

e Menulis Bersama Tingkat Nasional “PON XX PEPARNAS XVI PAPUA
“Tahun 2021 dengan judul “Kesuksesan Penyelenggaraan PON XX
Sebagai Refleksi Gejolak Politik di Papua”
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